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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sei  Rampah yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara-perkara  tertentu pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat,  NIK  1218024512010003, Umur  22  tahun,  Agama   Islam,

Pendidikan  SLTA,  Pekerjaan   Ibu  Rumah  Tangga,  Tempat

tinggal  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai, selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 1218022506960002,  umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SLTA,  Pekerjaan  Wirausaha  (Kuliner),  Tempat  tinggal  di

Kabupaten  Serdang  Bedagai, selanjutnya  disebut  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2023

telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  dengan  register  perkara  nomor

1115/Pdt.G/2023/PA.Srh pada tanggal  08 Desember 2023, telah mengajukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

tanggal  07  Desember  2020,  dihadapan  pejabat  PPN  KUA Kecamatan

Perbaungan,  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor 0649/009/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020;

2. Bahwa  dari  Perkawiananya  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai

satu orang anak lahir 16 Februari 2021; 

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 07

Desember  2023  dihadapan  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  dan
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berdasarkan  Penetapan  Pengadilan  Nomor  988/Pdt.G/2023/PA.Srh

tertanggal  07  Desember  2023  dengan  akta  cerai  Nomor

0903/AC/2023/PA.Srh Tertanggal 07 Desember 2023;

4. Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai pemegang hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang

bernama

1. Dewa Auriga Widyanata bin  Muhammad Arief  Widodo,  lahir  16

Februari 2021; 

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya

pemeliharaan  Rp.  3.000.000,-(tiga  juta  rupiah)  sampai  dengan

dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak. Oleh

karena itu,  Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan

nafkah untuk anak tersebut  per bulan yang diberikan melalui  Penggugat

sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak  tersebut  dewasa/mandiri

dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap

tahunnya;

6. Bahwa  Penggugat  mengajukan  hak  Hadhanah  atas  anak  Penggugat

dan  Tergugat  untuk  keperluan  administrasi  di  Dinas  Pendudukan  dan

Catatan Sipil Kabupaten serdang Bedagai; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak Hadhanah atas  anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Dewa Auriga Widyanata  bin  Muhammad Arief  Widodo,  lahir  16

Februari 2021;

3. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas
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sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai

anak tersebut dewasa/mandiri  dengan  kenaikan sebesar 10 (sepuluh)

sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai

ketentuan yang berlaku; 

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono). 

Bahwa pada hari sidang tanggal tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal

28  Desember  2023,  Penggugat  tidak  hadir  ke  persidangan  dan  tidak  pula

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Penggugat,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang

tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus

dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan  Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;
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Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2. Membebankan Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  yang timbul

dalam  perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu

rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh  Dr. Nusra Arini, S.H.I.,

M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Fauzan  Arrasyid,  S.H.I.,  M.A. dan  Ghifar

Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan

dibantu  oleh  Patimah,  S.H sebagai  Panitera  Pengganti  tanpa  hadirnya

Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.      

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara: 

1. PNBP

a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
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b. Panggilan Pertama Penggugat Rp.

10.000,00

c. Panggilan Pertama Tergugat Rp.

10.000,00

d. Redaksi Rp. 10.000,00 

e. Pemberitahuan isi putusan Rp.

-

2. Biaya proses Rp. 60.000,00

3. Panggilan Rp.   800.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp.   -

5. Biaya Meterai                                                        Rp.     10.000  ,  00  

J u m l a h Rp.   930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
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